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ABSTRAK

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dastentik karena dapat
membuktikan identitas seseorang dengan pasti damporeyai kekuatan pembuktian
yang sempurna. Asal-usul seseorang dapat dilihaa pakta kelahiran yang
dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang umietkgeluarkan akta tersebut
yaitu Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Di édakhususnya di Kecamatan
Wedi Tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingktgakelahiran dirasa kurang
menyeluruh, hal ini dibuktikan masih banyaknya naasliat kabupaten Klaten
melalui program dispensasi pelayanan pencatatam lekdahiran ada yang belum
mempunyai akta kelahian. Permasalahan yang ditajaen penelitian ini adalah (1).
Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Akta KelaDatam Mewujudkan Tertib
Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabapdtlaten? (2). Bagaimana
Kendala dan Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dBkayanan Pencatatan Akta
Kelahiran di Kecamatan Wedi Dalam Mewujudkan Adstiraisi Kependudukan ?

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif d@mg menggunakan
pendekatan Yuridis Sosiologis. Subjek penelitiandientukan dengan purposive
atau bertujuan. Subjek penelitian ini adalah Kepalkinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Kepala Bidangc&atan Sipil, Kepala seksi
Kelahiran dan Kematian, Camat, Kepala Seksi TatadPatahan Kecamatan Wedi
dan Warga masyarakat Kecamatan Wedi. Data dalaralifig@m ini dikumpulkan
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentaslis& data yang dilakukan
dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang utigkan meliputi reduksi data,
penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kendala yangdedam pencatatan akta
kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangaim jika ada masih dalam
skala kecil sedangkan Upaya Pemerintah Daerah KadugKlaten dalam pelayanan
dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedindahngka mewujudkan tertib
administrasi kependudukan melalui Sosialisasi tentatertib administrasi
kependudukan di Kecamatan dan Rapat koordinasecara rutin bagi
penyelenggara pelayanan administrasi kependudukamudian Pelaksanaan
Pencatatan Akta Kelahiran dalam mewujudkan tedimiaistrasi kependudukan di
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah ProfestasalSDM penyelenggara
pelayanan publik,fasilitas kerja, prosedur pengamuadministrasi kependudukan,
dan kesadaran hukum warga masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk hampir di semua Negara berkembang terrmagokesia
selama berabad-abad , hidupnya telah dipengarehirolai, norma dan adat-
istiadat yang bersifat positif terhadap sikap garilaku yang menginginkan
banyak anak. Struktur kehidupan politik, ekonomosial, dan budaya
(agama) telah memantapkan dan melembagakan sikaptimigkah laku
tersebut, baik dalam kehidupan pribadi, bermasydraknaupun dalam
kehidupan bernegara. Untuk dapat merubah sikaptidgkah laku tersebut
menjadi sikap dan tingkah laku menyenangi dan nmgngkan anak sedikit
sehingga lebih dapat memenuhi hak-hak dan kewajbamjiban terhadap
anak diperlukan program pendidikan dan pemberiartivas lainnya.
Kebijakan kependudukan secara menyeluruh harus erbityngkan
berbagai faktor yang berpengaruh dan hambatan-hamidari segi politik,
ekonomi, sosial budaya, agama dan juga dari ségilpgis perorangan dan
masyarakat. Yang di negara-negara berkembang masih cenderung
diterimanya banyak anak. Kebijakan yang ditujukatuk dapat menurunkan
fertilitas harus dapat diyakinkan bahwa demi kebaikagara, juga demi

kebaikan kehidupan masyarakat.

! Maftufah YusufPengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengam&@gai Aspek
Kehidupan Manusi&Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP 1985).Hin. 2

2 Faturochmanpinamika Kependudukan dan KebijakBnsat Studi Kependudukan dan
Kebijakan Universitas Gajah Mada 2004.HIm.2



Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntuemepintah agar
dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksmeajadi sebuah tuntutan
yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapungsi dasar
pemerintah yang utama adalah pembangudame{opment)pemberdayaan
(empowerment)dan fungsi pelayanarsgrving) yang salah satunya adalah
pelayanan hak identitas diri dan kewarganegatasalah satu upaya
pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undadgng Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kagigenataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan datmraemelalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaadministrasi
kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya petagkanan publik dan
pembangunan di bidang yang lain.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem apkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelengg&damistrasi Negara.
Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kepdokan memberikan
pemenuhan hak-hak administratife, seperti pelayaraublik serta
perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kepekaudtanpa adanya
perlakuan yang diskriminatif.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintatuk unt

melaksanakan Undang-undang tersebut di atas, dddlam Peraturan

3 Badan Administrasi Kepegawaian Negakebijakan Kepegawaian Negara dalam
Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pdr@f@HIm. 1-2
* Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kepeloétan.



Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008angnPersyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Bgodturan Presiden
Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1), mertkabubahwa “Setiap
peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pefaksh tempat terjadinya
kelahiran” Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adagshngkat

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab darwenang

melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintaten dager?

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negetpai@n
lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkaandaPasal 1 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 25 Tahun 2098ng
menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiat@u rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayaesmai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap wargaandga penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yaigpdiakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”. Pasal 5 ayat (dadam Undang-undang
tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratify ydiwajibkan oleh
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undanigégam rangka
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, mattdba harta benda. Dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungaak,
menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah taterdiri termasuk

didalamnya akta kelahirdn.

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26n&008 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
® Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pemigain Anak.



Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang mekae
bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjetasknama anak, jenis
kelamin,tempat dan tanggal lahir,nama orang tua kiawarganegaraan.
Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pemcapatristiva penting
yang di alami oleh seseorang dalam register peacatsipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undanddig Dasar
(UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali menyataldia anak mempunyai
hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembserta hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalaah ini termasuk di
dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahmn&njadi sangat penting.
Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) eiataUUD 45, UU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukdU tentang
HAM maupun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunyaak jelas
menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak damgtempjawab pemerintah
untuk memenuhinya. Tugas pemerintahan dalam ndgduam, tidak hanya
melaksanakan undang-undang saja tetapi lebih luas du yaitu
menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Kecamatan Wedi merupakan salah satu kecamatan lyamagla di
Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk 45.518, ji@ng tersebar di 19
(Sembilan belas) Desa/Kelurahan. Masyarakat di KatamWedi memiliki
kesadaran hukum yang sangat kurang terhadap Kémemakta kelahiran,
padahal akta kelahiran adalah akta yang sangainpedimiliki setiap anak

yang menjadi warga Negara Indonesia. Tidak fahammasyarakat terhadap



akta kelahiran menjadi salah satu faktor yang miggilykan masyarakat tidak
mementingkan kepemilikan akta kelahiran, karenayarakat memandang
bahwa akta kelahiran hanya sebagai syarat administrsaja yaitu syarat
untuk anak masuk sekolah dan melamar kerja. Sehisgggat sulit sekali
untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat aktaileglahtas dasar
kesadaran hukum yang timbul dari dirinya sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarikukumelakukan
penelitihan sebagai tugas akhir atau skripsi derjgdol, “ Pelaksanaan
Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Audfsirasi

Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diateska rumusan
masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Akta KelahiradamDa
Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di KectanaWedi
Kabupaten Klaten ?

2. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah pdsdau Klaten
dalam Pelayanan dan Pencatatan Akta Kelahiran damdatan Wedi

Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependkaaiu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pencatatan Akta Kemahda

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.



b. Untuk mengetahui kendala dan upaya meningkatkaryaneda tertib
administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatita
kelahiran di Kabupaten Klaten.

2. Kegunanaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukaraliggis
menambah jumlah penelitian empiris di bidang HukuataTUsaha
Negara, khususnya kajian tentang akta kelahirangselgian dari
administrasi kependudukan.
b. Secara Praktis
1) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepadayarakat,
sebagai pendorong untuk mendapatkan akta kelatdtao
pemenuhan hak identitas diri bagi anak.

2) Masukan, khususnya tentang pembuatan Akta Kelakeaada
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatetetK
dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai peftaksagas

dan kewajiban negara dalam administrasi kependuduka

D. Telaah Pustaka
Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengsmelitian ini
dapat disebutkan sebagai berikut:
Andi Ni'mah Suffiani 2012, “Kualitas Pelayanan Akt&lghiran pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatgn”WRenelitian ini

merupakan penelitian deskriptif dengan metode surbata penelitian



diperoleh melalui kuesioner, observasi dan dokuastntAnalisis data
dengan metode kuantitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum pelayakta
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan PencatatankS8upaten Wajo
dapat dikatakan berkualitas berdasarkan kelimaofaéitmensi pelayanan
yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan, perhafi@m berujud, yang
masing-masing indikator memiliki nilai lebih bestari 60%’

Tengku Apriara Dian Prasetya 2012, “Indeks Kepuddasyarakat
pada Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudulan GCatatan Sipil
Surabaya”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetddeks Kepuasan
Masyarakat pada pembuatan akta kelahiran di Dinegeidudukan dan
Catatan Sipil Surabaya. Penelitian ini merupakameligan deskriptif
kuantitatif;, sampel penelitian sebanyak 150 respongenarikan sampel
menggunakan teknik sampling aksidental.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mutu pelayanamipmtan
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatail Surabaya dalam
kategori (B) atau baik berdasarkan standar IKM aeKeputusan MenPAN
Nomor. 25/M.PAN/2/2004.

Rahmat Syaibani 2012,”Peranan Dinas KependudukanGaaatan

Sipil dalam  Pelayanan Administrasi KependudukanPenelitian ini

" Andi Ni'mah Suffiani, “Kualitas Pelayanan Akta Kaiiran pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”, Skripsi RbNHAS Makasar. 2012

8 Tengku Apriara Dian Prasetya, “Indeks Kepuasan aviekat pada Pelayanan Akta
Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatarl Simiabaya”.Skripsi Fisip UPN Veteran
Jawa Timur. 2012.



bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudd&a Catatan Sipil
dalam memberikan pelayanan administrasi kependudikkasusnya dalam
pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di kd&dan. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kiadditatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas KependuddkanCatatan
Sipil berperan penting dalam memberikan pelayananggusan Akta
Kelahiran dan Akta Kematian di kota Medan. Adapuntdekaktor yang
berpengaruh dalam pelayanan Akta kelahiran dan Aldgmatian adalah
faktor organisasi sebagai faktor pendukung danofal8DM dan faktor
kedisiplinan sebagai faktor penghambat.

Wati, Udia. 2012. Proses Penerbitan Akta Kelahiran kAhaar
Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalkapdombang.
Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dandfganegaraan, Jurusan
Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas lImu Sosial, dssitas Negeri
Malang. Setiap kelahiran perlu memiliki bukti téidudan otentik karena
dapat membuktikan identitas seseorang dengan mEsti mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna. Asal-usul sesga@at dilihat pada
akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembggsy berwenang untuk
mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas pendaftpemduduk dan catatan
sipil. Di Jombang Tingkat pengetahuan masyarakah gientingnya akta
kelahiran dirasa kurang menyeluruh, hal ini dibkéti masih banyaknya

masyarakat kabupaten Jombang melalui program diapenpelayanan

° Rahmat Syaibani,”"Peranan Dinas Kependudukan daataaSipil dalam Pelayanan
Administrasi KependudukarBkripsi Fisip Universitas Sumatera Utara,Medan.2012



pencatatan akta kelahiran ada yang belum mempuakyai kelahiran baik
akta kelahiran anak sah dan anak di luar kaWin.

Feny Ambiyah, 2011. Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsiinjau
dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia i(Stdid Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SemarangapSetlahiran perlu
memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat
membuktikan identitas seseorang yang pasti dan meyap kekuatan
pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada k&lahiran yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk miead&an akta tersebut
yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dagaebutkan
bahwa penelitian ini memiliki kesamaan-kesamaan mmauperbedaan.
Kesamaannya adalah sama-sama mengungkap akta rkelalBedang
perbedaannya terletak pada aspek tinjauan terhad# Kelahiran dan
subyek penelitian. Dalam penelitian ini Akta kelahirditinjau dari aspek
status hukum dan pelayanan pembuatannya. Sedawggkspknelitian ini
adalah penyelenggara administrasi kependudukaraligaten Klaten atau

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klate

10 Wwati Udia,Proses “Penerbitan Akta Kelahiran AnakatuKawin di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jormb&hkgpsi, Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum daarg@negaraan, Fakultas llmu Sosial,
Universitas Negeri Malang.2012.

! Feny Ambiyah, “Analisis Akta Kelahiran Anak Adop®itinjau dari Perturan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi di DinaseKképdukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang).” Fakultas Hukum Universitas Negeri San;2011.
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E. Kerangka Teoritik
1. NegaraHukum

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adedsra
yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya adidas atas
hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga laafamd
melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi algbnh dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negarkunh
kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkarnul&&da hukum
(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggar&etertiban
hukum?2

Negara kesejahteraanwélfare stat® adalah negara yang
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesegahte rakyat.
Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harusatikias pada lima
pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi, Penegakan mukperlindungan
Hak Asasi Manusia, keadilan sosial dan anti diskrasi. Negara
kesejahteraan, erat kaitannya dengan kebijakamalsgang di banyak
negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerimalam
meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama umgdatlindungan
sosial yang mencakup jaminan sosial, baik berbeb&uituan sosial dan
asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial.

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencaksirimte

mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahtataanpelayanan

12 http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lect@gpendidikan-

kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/ di aksesRadual7 April 2013 pukul 08.00 WIB
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sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif aistem pendekatan
sosial yang menekankan bahwa setiap orang harus penel@h
pelayanan sosial sebagai haknya. Konsep kesejahtatau kebahagiaan
ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme yangngetakan bahwa
sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adsdahts yang baik.
Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalalkb

Negara Republik Indonesia, sejak awal berdirinyahopara
pendiri sudah diarahkan untuk menjadi negara ketaman \(Velfare
statg. Hal ini dapat dilihat pada Pancasila sebagaadaegara, sila ke
lima, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintats ldapat menjamin
terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Demikiaa gallam UUD '45,
Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pas&n8dng kepedulian
Negara pada kelompok lemah, menempatkan Negarassgbhak yang
paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahtesasial?

Konsep kesejahteraan sosial, termaktub juga dalardarnn
Undang RI Nomor 6 Tahun 1974, yang memberi defikésiejahteraan
sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidspsial, material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamateesusilaan dan
ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagagetvarga untuk
mengadakan wusaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhananjabm

rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi digluarga serta

Bhttp://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teorifavetstate-menurut-jm-keynes.html
di akses pada Rabu 17 April 2013 pukul 10.00 WIB
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masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atavajiean manusia
sesuai dengan pancasifa.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kesejahh sosial
senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indogas@diarsiteki oleh
negara \{elfare staty Kita bisa melihat betapa pentingnya campur
tangan negara pada saat melambungnya harga mimyrakgg akibat
langkanya pasokan minyak untuk dalam nefeflegara kemudian
memberlakukan operasi pasar hingga pengenaan impyak goreng
kepada pengusaha. Artinya pasar bebas tidaklahussémhpurna, dan
arena ketidaksempurnaan itulah peran negara dikarnuh

2. Konsep Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)

Makna darigovernancelangood governancpada dasarnya tidak
diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi déipatknai bahwa
governanceadalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negtaa,
management (pengelolaan) yang artinya kekuasaak tabi semata-
mata dimiliki atau menjadi urusan pemerint&@overnanceitu sendiri
memiliki unsur kat&erja yaitu governing yang berarti fungsi pemetinta
bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) dilaksanakan
secara seimbang dan partisipatif. Sedangiemd governancadalah tata
pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi petakan yang

baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, masmuaturan, dan lain-

4 Undang-Undang Republik Indonesiaal Nomor 6 Tah@f41Tentang Kesejahteraan

Sosial.

5 Saidiharjo, Penduduk,Tantangan Pendidikan dan Ketenagakerjastitut Ilmu

Pendidikan(IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. Him.4-5
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lain). Clean governmentadalah pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.Good corporateadalah tata pengelolaan perusahaan yang
baik dan bersih. Governance without governmertberarti bahwa
pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaayai, termasuk dalam
makna proses pemerintah.

Istilah good governancdahir sejak berakhirnya Orde Baru dan
digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu madang diangkat
menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap keg@danerintahan.
Namun meski sudah sering terdengar ditelinga |Bdis pengaturan
mengenaigood governancdelum diatur secara khusus dalam bentuk
sebuah produk, UU misalnya. Hanya terdapat sebupahas yaitu UU
No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negag Barsih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ma&ng
penyelenggaraan negara dengan Asas Umum PemerilfNalgamna yang
Baik (AUPB).

Good governancesebagai upaya untuk mencapai pemerintahan
yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yditakukan agar
tujuan utamanya dapat dicapali, yang meliputi
1. Politik

Politik merupakan bidang yang sangat riskan deifgjamya
msalah karena seringkali menjadi penghambat bagiujednya
good governance Konsep politik yang kurang bahkan tidak

demokratis yang berdampak pada berbagai persoalpahgan.



14

Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesiaveiesa ini tidak lepas
dari penataan sistem politik yang kurang demokrd#laka perlu
dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut lgabanasalah
penting seperti:

a. UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum dan acuan
pokok  penyelenggaraan  pemerintahan maka  dalam
penyelenggaraannya harus dilakukan untuk mendukung
terwujudnya good governance Konsep good governancetu
dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, mejalaasr
susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian ganba
peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penanbgadwsal-
pasal tentang hak asasi manusia.

b. Perubahan UU Politik dan UU Keormasan yang lebih armain
partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.

c. Reformasi agraria dan perburuhan.

d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.

e. Penegakan supremasi hokum.

2. Ekonomi
Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dariskrisi
global yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat. INakeadaan

Indonesia saat ini masih terbilang krisis karenasimdanyaknya

pihak yang belum sejahtera dengan ekonomi ekonakyat. Hal ini

dikarenakan krisis ekonomi bisa melahirkan berbaggsalah sosial
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yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerjengratahan
secara menyeluruh.
Sosial

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap
kepentingan masyarakat yang tercover dalam kemamtirumum
adalah perwujudan nyata good governance. Masyara&ktin
menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harusnikirkan
kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam mierkan
berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagagkah nyata
menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalanakpahaan
penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indos&si ini
masih belum mampu memberikan kedudukan masyara&ay y
berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai biglemy didasari
kepentingan sosial masih banyak timbul masalahakoSesuai
dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan bersedikat
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ddisatu dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Mastar
diberikan kesempatan untuk membentuk golongan aemng@an
tertentu selama tidak bertentangan dengan tujugarae Namun
konflik antar golongan yang masih sering terjadngsd kecil
kemungkinan good governancebisa ditegakkan. Makagood
governanceharus ditegakkan dengan keadaan masyarakat dengan

konflik antar golongan tersebut.
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4. Hukum

Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara kama
hukum sebagai istrumen mewujudkan tujuan negara. tdwdalah
bagian penting dalam penegakagood governance. Setiap
kelemahan sistem hukum akan memberikan influenckadep
kinerja pemerintahan secara keseluruhan, kagead governanance
tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hufamg lemah.
Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum meanpak
kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governahétikum saat
ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lentgmenegak
keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan yang
membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan padamnhusleh

masyarakat’

3. Konsep Negaratentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnyaushar

berdasarkan pada lima pilar kenegaraan, salah ysatusdalah
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan lyakg
melekat dengan kuat dalam diri manusia. Keberadaargiyakini
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupanusia. Oleh

karenanya, dalam perkembangan kehidupan berbangsaoalan-

Him.7

16 Soeprapto Hartono HadiPengantar Tata Hukum Indonesyagya:Liberty,2008.

v http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detdif2liakses pada hari senin tanggal

1juli 2013 pukul 22.00 WIB
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persoalan HAM dicantumkan dalam konstitusi sebageammkat hukum
dasar (Undang-Undang Dasar) dalam sebuah negara.

Secara etimologis, kata konstitusi berasal dara kamnstituer
(Perancis), berarti membentuk. Artinya pembentukaatus negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam peskgarmya,
konstitusi mengandung dua pengertipertama dalam pengertian luas,
yakni mencakup sistem pemerintahan dari suatu aedgn merupakan
himpunan peraturan yang mendasari serta mengatugrpgahan dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai sistem peatfeaimt di dalamnya
terdapat campuran dari berbagai tata peraturak ybag bersifat hukum
(legal) maupun bukan hukum (non legaledua, dalam pengertian
sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dallEpangan
ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalamu“sle&kimen” yang
terkait satu sama lainnya.

Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalamitbeitukum
suatu negara. Konstitusi tertulis atau Undang-Undaaspar, merupakan
dokumen formal yang antara lain berisi hasil pergam politik bangsa di
waktu lampau, dan pandangan tokoh-tokoh bangsa yaendak
diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun uniwdktu yang akan
datang. Dengan demikian konstitusi menjadi baromdiehidupan
berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahapedaman bagi

generasi penerus bangsa dalam menjalankan furggiane
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Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia,
pencantuman secara eksplisit seputar HAM munculk se@lakunya
UUD 1945 sampai dengan UUD Amandemen IV Tahun 286Q8UD
1945 diyakini sebagai konstitusi normatif yang meaj dan mendasari
gerak dan arah pembangunan nasional dan secaraistkans
mencantumkan HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diindikh
setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang MahdaBstadak dapat
diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebutdédalva sejak lahir
dan melekat pada diri manusia sebagai makluk TuHak.asasi manusia
mempunyai beberapa prinsip, diantaranya adalabhsiprikesetaraan,
prinsip diskriminasi, serta kewajiban positif tertie untuk melindungi
hak-hak tertentu. Kemudian terdapat teori hak-haksi manusia
diantaranya, yaitu berdasarkan kebebasan berpeandapedasarkan
kebebasan berperilaku serta kebebasan berdasasgamitkan. Dalam
hal hak kepemilikan, termasuk di dalamnya persoalantitas diri dan
akta kelahiran sesuai konstitusi Indonesia yaittiathm Undang-Undang
Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali mexkgat setiap anak
mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, lmeErkembang,
serta hak atas perlindungan dari kekerasan darirdisksi'® Dalam hal
ini termasuk di dalamnya persoalan identitas dan dakta kelahiran

menjadi sangat penting. Kemudian didalam berbagaiang-undang

18 Undang-Undang 1945 Amandemen IV Tahun 2002
9 Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2)
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(UU) di bawah UUD 45, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, UU tentang HAM maupun UU N@QG2
tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan aktdkafamenjadi hak

anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenrathiny

F. Metode Pendlitian
1. JenisPendlitian
Penelitian mengenai Pelaksanaan Pencatatan Ak&hikaah
Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ini merupakan jpearehukum
empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada gatay diperoleh
secara langsung dari masyarakat.
2. Lokas Pendlitian
Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kependaatudan
Penctatan Sipil Kabupaten Klaten dan wilayah ketcamaVedi.
Pemilihan lokasi didasarkan pada pemikiran, bahwantd€a
Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupatktaten
merupakan bidang dalam hal Kependudukan.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian dengan pepgiam data
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secara langsung kepada responden yaitu dengan ukefak

wawancara langsung terhadap:

1) Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten.

2) Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten.

3) Camat wilayah kecamatan Wedi

4) Penduduk di wilayah kecamatan Wedi.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi
kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hujgdmer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.rBlahleum
primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri:

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemenya

b) Peraturan Tentang Pembuatan Akta Kelahiran yaitu :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan
Publik
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten

c) Buku Panduan Tertib Administrasi Kependudukan

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum priDaam
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penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dankidpbuku
literatur, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Bahakurh
tertier adalah bahan hukum yang memberikan peajelas
mengenai bahan hukum sekunder yang diperoleh p&itupa

kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam
penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer pengumpulan datanya akan didakuk
dengan cara wawancara dan observasi. Wawancarg, g
pengumpulan data dari narasumber melalui tanyabjamtara
peneliti dengan narasumber, dilakukan dengan pedoma
wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman waaanca
yang digunakan adalah kombinasi wawancara terstrudkdir
wawancara tidak terstruktur.

b. Sumber data sekunder pengumpulan datanya dilakigagan
cara Studi Kepustakaan, yaitu: dengan cara mendiarpu
berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatakalah,
surat kabar, artikel-artikel ilmiah, dan peraturparundang-

undangan yang berhubungan dengan obyek yang atiediti.di
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5. Subyek Penelitian
Subyek penelitian yang diambil datanykmapenelitian ini,
terdiri dari; Nara sumber. Sebagai narasumber dakanelitian ini
adalah Camat Wedi, Pegawai Kecamatan, Ketua Kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KlaRagawai
Ketua Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil patem Klaten

dan warga masyarakat wilayah kecamatan Wed..

6. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalamrelpi@n ini
adalah pendekatan yuridis yaitu sesuai denganysaraperundang-
undangan yang berlaku dan pendekatan sosiologig Yyemupa
keterangan dari masyarakat.
7. Metode Analisis Data
Setelah Data terkumpul maka kemudian ak&miftkasi dan

dianalisis mengunakan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini disusun sebagai renpangusunan
skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logisingan antara satu
bab pembahasa dengan bab lainnya atau satu suldéaian sub-bab
lainnya. Sisrematika pembahasan dalam penelitiandisusun sebagai

berikut:
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Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara
berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalghan penelitian,
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkdtikeanetode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendiskripsikan wilayah penelitian. Dalam bab ini
diuraikan gambaran umum kabupaten Klaten. Pertaionagkibpkan aspek
geografis, kemudian secara demografis. Disampinglitlam bab ini akan
diuraikan profil company Dinas Kependudukan dan cBtaian Sipil
Kabupaten Klaten.

Bab ketiga, mendiskripsikan pelaksanaan pencatatan administras
kependudukan sesuai masalah penelitian. Dalam baldiunaikan pula
gambaran umum kecamatan Wedi kabupaten KlatenarRartiungkapkan
aspek geografis, kemudian secara demografis. Disamiu dalam bab ini
akan diuraikan profil company kecamatan wedi

Bab keempat, penulis akan menunjukkan atau men-display data yang
telah terkumpul selama penelitian berlangsung, datdministrasi
kependudukan, data-data akta kelahiran dan datapgatyelenggaraan akta
kelahiran, kemudian melakukan proses transpormasi pgenelitian dalam
bentuk yang mudah dipahami, dianalisis dan dipnetasikan.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan penelitan dan memberikanansaran atau

rekomendasi terkait dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penelitian dab-bab sebelumnya, maka secara
umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pencatatan Keahiran dalam jockan tertib
administrasi kependudukan terbukti dalam fakta gaidaerikut :
a. Profesionalitas SDM sebagai penyelenggara pelayaunalik
b. Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja
c. Prosedur dalam pengurusan administrasi kependudukan
d. Kesadaran hukum warga masyarakat
2. Kendala yang ada dalam pencatatan a&#dnikan di Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih datkala kecil
sedangkan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klatéam da
pelayanan dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecam#tadi dalam
rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukatalui :
a. Sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukalecamatan
b. Rapat koordinasi secara rutin bagi pemgdara pelayanan
administrasi kependudukan.
Adapun kesimpulan lebircriadalah:
1) Kemampuan SDM cukup profesional, dibuktikan dengan

pencapaian prestasi kerja yang tinggi.
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2) Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja cukupad@rbagi
pelaksanaan tugas pekerjaan.

3) Prosedur pembuatan Akta Kelahiran cukup sederhaahak t
berbelit-belit dan dapat dilaksanakan baik olehyptamggara
layanan maupun penerima jasa layanan.

4) Kesadaran hukum warga masyarakat cukup tinggi $etela
mendapat berbagai informasi melalui pelaksanaamrano

sosialisasi di kecamatan

B. SARAN
Berdasarkan temuan pada penelitian ini makguldn saran-saran
sebagai berikut:

1. Profesionalitas SDM dalam melaksanakan pelayaadministrasi
kependudukan, mendorong tercapainya kinerja yanggiti Sehingga
disarankan untuk selalu meningkatkan profesiorsliersebut melalui
berbagai pendidikan dan latihan.

2. Fasilitas atau sarana dan prasarana, sangat meguajdaksanakan tugas
kewajiban secara lancar. Oleh karena itu disarankdimk meningkatkan
sarana prasarana yang ada, seperti tempat penyam@asip-arsip yang
tersendiri, juga penyediaan kotak keluhan beseettepgkapannya dan
diletakkan ditempat yang strategis.

3. Prosedur pembuatan Akta Kelahiran berpengaruh tephddepuasan

penerima jasa pelayanan atau warga masyarakat. Kdedna itu
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disarankan untuk selalu mengadakan pencermataadegstprosedur kerja
ini sehingga dapat diwujudkan prosedur yang sedarldapat dan mudah

dilaksanakan serta tidak berbelit dan cepat selesai
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